
 

 
 

BUPATI MALANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG 

NOMOR  3  TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH 

NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG 

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

  

BUPATI MALANG, 

 

Menimbang  : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3         

Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah; 

b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,  

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3            

Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah perlu diubah kembali dalam 

rangka melaksanakan fungsi penunjang urusan 

pemerintahan bidang penelitian, pengembangan, 

pengkajian, penerapan serta invensi dan inovasi; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 

Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota 

Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965   

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12    

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan       

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia    

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang 

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023   

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6845); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023   

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72        

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6477); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014    

Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021    

Nomor 186); 

12. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan 

Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80         

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9          

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9     

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang            

Tahun 2022 Nomor 3 Seri C); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG 

dan 

BUPATI MALANG 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT 

ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT 

DAERAH. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), yang telah beberapa kali  

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang:  

1. Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C); 

2. Nomor 1 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);  

3. Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Malang Tahun 2022 Nomor 3 Seri C), 

diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 11 huruf b diubah, sehingga Pasal 11 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 11 

 

Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

huruf e terdiri dari: 
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a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 

Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan 

pemerintahan bidang perencanaan; 

b. Badan Riset dan Inovasi Daerah dengan Tipe A, 

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan 

bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, 

penerapan serta invensi dan inovasi; 

c. Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan Tipe A, 

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan 

bidang keuangan; 

d. Badan Pendapatan Daerah dengan Tipe A, 

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan 

bidang keuangan;  

e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia dengan Tipe A, melaksanakan fungsi 

penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian 

serta pendidikan dan pelatihan; dan 

f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Tipe A, 

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan 

bidang kesatuan bangsa dan politik. 

 

2. Di antara Pasal 25A dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 25B yang berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 25B 

 

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, 

peraturan pelaksanaan dari Badan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Malang 

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah, dinyatakan tetap berlaku sepanjang 
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tidak bertentangan dan belum diubah atau          

diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan 

Daerah ini. 

(2) Penyesuaian Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan 

Daerah ini dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan 

setelah Peraturan Daerah ini diundangkan. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.                      

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.  

 

 

Ditetapkan di Kepanjen 

pada tanggal   31   Mei   2023 

 

BUPATI MALANG, 

 

ttd. 

 

SANUSI 

Diundangkan di Kepanjen 

pada tanggal   31   Mei   2023 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, 

 

ttd. 

 

WAHYU HIDAYAT 

Lembaran Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2023 Nomor  3  Seri  C 

 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 51-3/2023



 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG 

NOMOR  3  TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH  

NOMOR 9 TAHUN 2016  

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  

 

I. UMUM 

 

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah 

ditindaklanjuti dengan terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Malang 

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.  

Selanjutnya, dalam perkembangannya telah terbit Peraturan Presiden 

Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, sebagai 

landasan pengintegrasian fungsi riset dan inovasi dalam urusan 

pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan secara menyeluruh 

serta berkelanjutan di Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka 

ketentuan dalam Pasal 11 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Malang 

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang menyebutkan, Badan 

Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Tipe A, melaksanakan fungsi 

penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, 

diubah menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah dengan Tipe A, 

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian, 

pengembangan, pengkajian, penerapan serta invensi dan inovasi. 

II. PASAL DEMI PASAL 
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Pasal I 

Cukup jelas. 

 

Pasal II 

Cukup jelas. 


